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ABSTRAK 

 

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) diterbitkan 

oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penerbitan SP2DK terjadi apabila didapati 

ketidaksesuaian data/tarif dalam pelaporan penghasilan. PT X bergerak di bidang 

perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jakarta mengalami kesalahan penentuan 

perhitungan pada bukan pegawai/non karyawan di masa pajak 2019. Tujuan 

laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui penyebab atas penerbitan SP2DK 

serta langkah-langkah dalam penyelesaian kasus yang menyebabkan terjadinya 

kurang bayar pada PT X. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen dan 

wawancara. Berdasarkan hasil analisis, PT X mengakui apabila terjadi kesalahan 

penentuan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada bukan pegawai/non 

karyawan. Penyebab utama ialah human error sehingga menyebabkan kekeliruan 

antara data yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan data yang dimiliki Direktorat 

Jenderal Pajak. PT X melakukan penyelesaian kasus dengan cara memberikan 

penjelasan berupa Surat Tanggapan, SPT Pembetulan, dan Bukti Penerimaan 

Elektronik (BPE). Kesimpulan yang didapat adalah diperlukan upaya-upaya untuk 

memastikan kebenaran penentuan perhitungan pada pajak penghasilan pasal 21. 

Hal ini diharapakan dapat membantu perusahaan atau Wajib Pajak menghindari 

kesalahan perpajakan dimasa akan datang. 

Kata Kunci: SP2DK, Pajak Penghasilan Pasal 21, Bukan Pegawai. 
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ABSTRACT 

 

Letter of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) is issued 

by the Tax Office (KPP). The issuance of SP2DK occurs when there is a 

discrepancy in data/tariff in income reporting. PT X is engaged in oil palm 

plantations located in Jakarta experiencing errors in determining the calculation of 

non-employees/non-employees in the 2019 tax period. The purpose of this final 

project report is to find out the causes of the issuance of SP2DK and the steps in 

resolving cases that cause underpayment at PT X. The research method used is 

qualitative with a case study approach. Data is obtained through document studies 

and interviews. Based on the results of the analysis, PT X recognizes that there is 

an error in determining the calculation of income tax article 21 on non- 

employees/non-employees. The main cause is human error that causes errors 

between the data reported by taxpayers and the data owned by the Directorate 

General of Taxes. PT X resolves the case by providing an explanation in the form 

of a Response Letter, Corrective Tax Return, and Electronic Receipt (BPE). The 

conclusion obtained is that efforts are needed to ensure the correctness of the 

determination of the calculation of income tax article 21. This is expected to help 

companies or taxpayers avoid tax errors in the future. 

 

 

Keywords: SP2DK, Income Tax Article 21, Non-Employee. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang – Undang No. 16 tahun 2009 pada pasal 1 ayat 2 telah mengatakan 

bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak serta mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Pajak sendiri merupakan pungutan negara yang bersifat memaksa, maka setiap 

wajib pajak yang telah memiliki kewajiban membayar pajak harus memenuhi 

kewajibannya dan apabila tidak melakukan kewajiban akan menerima konsekuensi 

yang telah berlaku pada peraturan yang telah berlaku. 

Perusahaan memiliki peran penting dalam menentukan status wajib pajak 

pajak pasal 21 bagi karyawan perusahaan. Tanggung jawab perusahaan yang 

menjadi pemberi kerja mencakup atas pemotongan, pemungutan, dan penyetoran 

pajak pasal 21 atas penghasilan karyawan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi 

kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan sebagai 

imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. 

Wajib pajak harus memiliki kesadaran yang sangat berperan penting dalam 

mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang 

berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk menenuhi kewajiban 

pajaknya. Menurut Asri (2009) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila 

mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, menghitung, membayar, 

melaporkan pajak dengan sukarela dan benar. Selain kesadaran wajib pajak dalam 

memahami ketentuan perpajakan, tidak jarang wajib pajak melakukan kesalahan 

pelaporan karena pemahaman tentang ilmu perpajakan yang kurang. Kondisi ini 

dapat menghambat kelancaran pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak. Pada 

kasus ini terdapat kesalahan penentuan pada bukan pegawai/non karyawan yang 

mengakibatkan diterbitkannya SP2DK. Dalam hal ini diperlukannya upaya – 

upaya untuk memastikan penentuan perhitungan berulang kali agar tidak terjadi 

kembali kesalahan yang dapat merugikan perusahaan. 
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PT X merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa 

sawit. Perusahaan berlokasi di Jakarta tetapi untuk lahan sawahnya berada di 

Kalimantan. Pada tahun pajak 2019 terdapat kesalahan penentuan perhitungan 

pada bukan pegawai / non karyawan. Hal tersebut menyebabkan pihak KPP 

menerbitkan SP2DK yang ditujukan kepada PT X untuk dimintai keterangan. 

Dalam SP2DK yang diberikan terdapat keterangan bahwa kesalahan perhitungan 

PPh 21 pada bukan pegawai / non karyawan di bulan Juni, Oktober, November, 

Desember. PT X wajib melakukan pembetulan SPT yang telah dilaporkan. 

Langkah awal yang telah di tindaklanjuti dalam menyelesaikan kasus ini 

oleh Enco Tax Consultant terhadap permasalahan PT X adalah membantu PT X 

untuk memvalidasikan kepada KPP yang menerbitkan SP2DK lalu membuat 

surat tanggapan kepada pihak KPP. Dalam surat tanggapan tersebut PT X 

menyatakan akan membetulkan poin yang dipertanyakan oleh KPP dalam surat 

SP2DK yaitu indikasi kesalahan penentuan perhitungan tarif PPh 21 bukan 

pegawai / non karyawan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka laporan tugas akhir mengusut tema 

SP2DK dimana kasus tersebut nyata ada di Enco Tax Consultant pada tahun 2022. 

Lalu berdasarkan kasus yang ada di kantor Enco Tax Consultant. Laporan tugas 

akhir berjudul “Penyelesaian SP2DK Atas Kesalahan Perhitungan PPh Pasal 21 

Non Karyawan / Bukan Pegawai Pada PT X Klien Enco Tax and Business 

Consultant”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas pada Tugas Akhir ini: 

1. Apakah penyebab penerbitan SP2DK oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk PT 

X? 

2. Bagaimana tindakan yang diambil oleh PT X untuk menyelesaikankasus 

tersebut? 
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1.3 Tujuan 

Tujuan dalam penyusunan Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui penyebab tujuan dari pihak Kantor Pelayanan Pajakmenertbitkan 

SP2DK yang ditujukan kepada PT X 

2. Mengetahui Tindakan serta langkah-langkah yang dilakukan PT X untuk 

menyelesaikan kasus tersebut. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini diantaranya: 

1. Mengamalkan segala ilmu yang telah di ajarkan selama di bangku kuliah. 

2. Mengetahui penerapan peraturan perpajakan dalam dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

3. Memberikan rasa tanggung jawab yang besar kepada mahasiswa apabila 

sedang diberi pekerjaan oleh pihak instansi. 

4. Mengetahui perencanaan pajak yang tepat untuk meminimalkan bebanpajak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Dasar Hukum 

Tugas Akhir ini didasari dengan peraturan hukum yang telah berlaku di 

Indonesia, diantara yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Terakhir Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan. 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan. 

3. Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 

4. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang objek Pajak Penghasilan 

Pasal 21. 

5. PER – 16/PJ/2016 Tentang Tata Cara Pemotongan, Pelaporan, Penyetoran 

PPh 21. 

6. Surat Edaran Dirjen Pajak SE-39/PJ/2015 Tentang Pengawasan Wajib Pajak 

dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan 

Kunjungan kepada Wajib Pajak. 

7. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 tentang batas akhir pembetulan 

SPT Tahunan dan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban 

perpajakan. 

8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 Tentang tarif pemotongan pajak 

penghasilan pasal 21. 

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan 

langsung pada penghasilan karyawan atau penerima penghasilan lainnya oleh 

pemberi kerja atau pemberi penghasilan. Pajak ini mencakup berbagai jenis 

penghasilan, seperti gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya. Pajak ini 

merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah dan digunakan untuk membiayai 

berbagai program dan kebijakan publik. Pemberi kerja atau pemberi penghasilan wajib 
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untuk menghitung, memotong, dan menyetor PPh 21 kepada Direktorat Jenderal 

Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. 

 

2.3 Subjek Pajak PPh 21 

Menurut Perpu No. 2 Tahun 2022 penerima penghasilan yang dipotong 

pajak pasal 21 dan/atau pajak pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan: 

1. Pegawai. 

2. Penerima Penghasilan Tetap: Subjek pajak PPh 21 biasanya adalah mereka 

yang menerima penghasilan tetap dari pekerjaan atau jasa yang mereka 

berikan. 

3. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjungan hari 

tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. 

4. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan pemberian jasa, meliputi: 

a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. 

b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi,pelukis, dan seniman lainnya; 

c. Olahragawan; 

d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 

e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem 

aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial 

serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 

g. Agen iklan; 

h. Pengawas atau pengelola proyek; 

i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi 

perantara; 

j. Petugas penjaja barang dagangan; 

k. Petugas dinas luar asuransi; 

l. Distributor Perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan 

kegiatan sejenis lainnya. 

5. Anggota dewan komisaris atau dewan pegawas yang tidak merangkap 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR PENYELESAIAN SP2DK ATAS... JESSICA APRILIA



6 
 

 

 

 

 

 

sebaai pegawai tetap pada perusahaan yang sama; 

6. Mantan pegawai; 

 

 

2.4 Objek Pajak PPh 21 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Penghasilan yang 

dipotong pajak pasal 21 dan/atau pajak pasal 26 adalah: 

1.  Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa 

Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur; 

2.  Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur 

berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 

3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun,tunjangan hari tua, 

atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya 

melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja; 

4.  Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah 

harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang 

dibayarkan secara bulanan; 

5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, 

dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagaI 

imbalan sehubungan jasa yang dilakukan; 

6.  Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama 

dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun; 

7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang 

diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang 

tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama; 

8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain 

yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; 

9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang 

masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan. 

Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya 
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dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh: 

a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau 

b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma 

penghitungan khusus (deemed profit). 

 

2.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi 

menggunakan tarif progresif dengan tarif tertinggi yaitu 30%. Dalam RUU HPP 

yang di dalamnya merevisi beberapa Undang-Undang Perpajakan salah satunya 

UU PPh, maka tarif pajak progresif atau PPh 21 pribadi beberapa persen untuk 

mengetahui besaran PPh Terutang pada tabel 2.1. Sedangkan untuk Wajib Pajak 

yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif sebesar dua kali lipat lebih tinggi 

daripada Wajib Pajak yang memiliki NPWP. 

 

Tabel 2.1 Besaran Tarif Pajak Penghasilan 21 
 

Lapisan Tarif Rentang Penghasilan 

(UU PPh) 

Tarif Rentang Penghasilan 

(RUU HPP) 

Tarif 

I Rp 0 – 50 juta 5% Rp 0 – 60 juta 5% 

II >Rp 50 – 250 juta 15% >Rp 60 – 250 juta 15% 

III >Rp 250 – 500 juta 25% >Rp 250 – 500 juta 25% 

IV >Rp 500 juta 30% >Rp 500 – 5 miliar 30% 

V - - >Rp 5 miliar 35% 

Sumber: Data diolah sendiri. 

 

2.6 Berkesinambungan dan Tidak Berkesinambungan 

Menurut PER – 16/PJ/2016 Berkesinambungan merupakan imbalan yang 

diberikan kepada bukan pegawai dibayar lebih dari satu kali dalam satu tahun 

kalender pajak atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pada kasus ini adalah tenaga 

ahli (bukan pegawai) ditujukan kepada notaris yang membantu suatu perusahaan 

menyelesaikan urusan sertifikat kepada pegawainya. Dalam satu kali tahun 

pajak,  PT  X  membutuhkan  jasa  notaris  tersebut  sebanyak  empat  kali. 
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Perhitungan pajak untuk penghasilan yang diterima notaris dari perusahaan 

terkait dikenakan PPh 21 berkesinambungan dengan menjumlahkan seluruh 

penghasilan yang diterima. Tarif yang dikenakan untuk PPh 21 

berkesinambungan ini adalah tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh penghasilan bruto 

dikalikan dengan 50% setelah itu dikurangi oleh PTKP wajib pajak selama satu 

bulan. Tarif ini dikenakan apabila bukan pegawai hanya bekerja di bawah 1 

pemberi kerja. 

Tidak berkesinambungan berarti imbalan yang diberikan kepada bukan 

pegawai dibayar hanya satu kali dalam satu tahun kalender pajak atas pekerjaan, 

jasa, atau kegiatan. Tarif yang dikenakan untuk PPh 21 tidak berkesinambungan 

ini adalah tarif Pasal 17 ayat (1) dikalikan 50% dari penghasilan bruto. Namun, 

apabila bukan pegawai tidak memiliki NPWP, ia akan dikenakan tambahan 

120% dari perhitungan PPh 21 yang dikenakan. 

 

2.7 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan atau yang lebih 

dikenal sebagai SP2DK merupakan surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan 

kepada wajib pajak apabila ditemukan dugaan bahwa wajib pajak tersebut tidak 

memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang telah berlaku. Di dalam surat edaran tersebut, juga dijelaskan pengertian data 

dan/atau keterangan yaitu data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki 

Dirjen Pajak dari sistem informasi DJP, SPT wajib pajak, dan hasil kunjungan. 

DJP memiliki alasan menerbitkan surat tersebut apabila terdapat 

ketidaksesuaian antara data, informasi serta informasi perpajakan dengan SPT yang 

telah disampaikan oleh wajib pajak. Setelah wajib pajak menerima SP2DK, wajib 

pajak dapat langsung menghubungi KPP yang menerbitkan SP2DK tersebut untuk 

memverifikasi surat tersebut. 

Wajib pajak sendiri diminta untuk memvalidasi data atau informasi yang 

diberikan di dunia nyata.Wajib pajak kemudian akan diminta untuk 

menyampaikan jawaban atau surat tanggapan atas SP2DK yang telah disampaikan 
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atau diterbitkan. Wajib pajak memiliki dua pilihan untuk menjawab secara 

langsung atau secara tertulis. Jika wajib pajak tidak menanggapi atau 

menyampaikan secara langsung dalam waktu 14 hari sejak SP2DK dikirimkan, 

petugas KPP diberi wewenang untuk mengambil salah satu dari tiga keputusan 

atau tindakan tersebut terdiri dari: 

1. Memberikan perpanjangan jangka waktu (paling lama 14 hari) permintaan 

penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak berdasarkan 

pertimbangan. 

2. Melakukan kunjungan (visit) kepada wajib pajak. 

3. Mengusulkan untuk dilakukan verifikasi, pemeriksaan, atau pemeriksaan 

bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan. 

2.8 Surat Pemberitahuan (SPT) 

SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) merupakan formulir pajak yang harus 

diisi oleh wajib pajak di Indonesia setiap tahun. Surat Pemberitahuan (SPT) 

digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat 

berbentuk formulir kertas (hard copy) atau dokumen elektronik (e-CSV PT X 

atau e-Filing). Ketentuan mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran, 

penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu: 

1.  Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur 

termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat 

dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

2. Jika tanggal batas akhir pelaporan betepatan dengan hari libur termasuk hari 

sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja 

berikutnya. 

3.  Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan 

Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara 

nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. 
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Batas waktu pembayaran paling lambat SPT Masa Pajak Penghasilan 21 

yang diatur dalam pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014 adalah tanggal 10 bulan 

berikutnya, sementara batas waktu pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan 

berikutnya. Apabila terjadi keterlambatan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan 

21, maka besaran sanksi yang dikenakan sebesar Rp 100.000,00 per masa 

pajaknya. 
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KAJIAN STUDI KASUS 

 

3.1 Objek 

 

Objek analisis kasus laporan Tugas Akhir ini adalah SP2DK yang 

diterbitkan KPP Pratama Setia Budi kepada PT X. Perusahaan ini bergerak pada 

bidang Perkebunan kelapa sawit. Lokasi kantor di Jl. Jakarta. PT X telah 

didirikan semenjak tahun 2000 dansudah terdaftar di KPP Pratama Setia Budi. PT 

X mendapatkan SP2DK karena mengalami kesalahan penentuan yang 

mengakibatkan kesalahan perhitungan tarif PPh 21 atas bukan pegawai/non 

karyawan. 

3.2 Waktu 

Waktu pengerjaan laporan Tugas Akhir dilakukan dalam beberapa tahap. 

Pengambilan data dilakukan pada tanggal 15 Febuari 2024 lalu berkonsultasi 

kepada dosen pembimbing. Analisis data berdasarkan data yang telah diambil 

dilakukan pada tanggal 16 - 29 Febuari 2024. Penyusunan Tugas Akhir yang 

pertama dilakukanpada tanggal 15 Februari 2024. Proses penyusunan Tugas Akhir 

yang kedua dilakukan pada tanggal 14 Maret 2024. Kemudian dilanjutkan untuk 

pengerjaan yang terakhir pada tanggal 28 Maret 2024. 

3.3 Metode Kajian 

Metode Kajian yang diangkat dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini 

adalah kualitatif dengan pendekatan secara studi kasus. Menurut Nasution (2003) 

menjelaskan penelitian kualitatif yakni mengamati orang dalam lingkungan, 

melakukan interaksi dengan mereka, serta menafsirkan pendapat mereka mengenai 

dunia disekelilingnya. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatif 

yaitu melakukan wawancara kepada analis pajak senior di tempat magang dan studi 

literatur yang telah dilakukan penelitian sebelumnya sesuai Undang – Undang 

yang berlaku. 
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PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Pelaksanaan 

PT X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa 

sawit. Berada di kota Jakarta dan memiliki lahan sawah di luar Jawa yaitu 

Kalimantan. Berstatus sebagai PKP sejak tahun 2000 karena omzetnya telah 

mencapai lebih dari 4,8 miliar dalam setahun. KPP yang mengukuhkan PT X 

sebagai PKP adalah KPP Pratama Setia Budi. PT X wajib melakukan 

kewajibannya selaku Wajib Pajak dengan melaporkan pajak serta membayar 

pajak terutangnya setiap tahun. 

Permasalahan dari kasus yang dialami oleh PT X pada tahun 2019 ialah 

mengalami kesalahan penentuan tarif pada pajak penghasilan pasal 21. Telah 

melaporkan namun salah satu non karyawan/ bukan pegawai mengalami 

kesalahan penentuan perhitungan. Hal tersebut menyebabkan DJP mengirimkan 

SP2DK atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada 

PT X. Bertujuan untuk meminta keterangan atas pertanggungjawaban kewajiban 

dan kepatuhan perpajakannya. 

Kasus permasalahan yang dihadapi PT X pada tahun 2022 adalah PT X 

terbukti salah dalam penentuan perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Hal 

tersebut diketahui KPP melalui SP2DK yang telah diterbitkan pada tahun 2022. 

Dengan demikian Wajib Pajak mengalami kerugian dengan harus membayar 

denda dengan jumlah yang besar. Terdapat dua poin yang dipertanyakan oleh 

KPP kepada perusahaan ini antara lain: 

1. Terdapat indikasi kesalahan penentuan tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan 

bukan pegawai yang ditujukan kepada Notaris / Tenaga ahli lebih dari satu 

kali dalam satu tahun kalender pajak. 

2. Wajib Pajak mengalami kekeliruan dalam perhitungan PPh 21 atas tenaga 

ahli yang seharusnya Berkesinambungan, akan tetapi Wajib Pajak 

menggunakan tidak berkesinambungan. 
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Dasar Hukum yang melandasi kedua permasalahan tersebut adalah Pasal 4 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

menjelaskan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat 

Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya. 

PT X mengakui bahwa ada kesalahan penentuan perhitungan pajak 

penghasilan pasal 21, PT X harus memvalidasi terlebih dahulu ke KPP Pratama 

Setia Budi dan membuat Surat Tanggapan atas SP2DK tersebut lalu membetulkan 

Surat Pemberitahuan. Dasar Hukum yang melandasi adalah Pasal 8 ayat 1 Undang- 

undang Nomor 7 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 

7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Wajib Pajak memiliki 

hak untuk menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan apabila Surat 

Pemberitahuan yang telah disampaikan belum memenuhi ketentuan peraturan 

perpajakan yang berlaku sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Penerbitan SP2DK 

PT X menerima SP2DK yang diterbitkan oleh KPP Pratama Setia Budi pada 04 

Maret 2022. Lampiran 1 merupakan surat SP2DK. Surat tersebut mengatakan 

bahwa terdapat indikasi apabila PT X mengalami kesalahan penentuan 

perhitungan. Terdapat dua indikasi yang disebutkan pihak KPP pada SP2DK 

tersebut yaitu : 

1. Terdapat Indikasi kesalahan penentuan tarif PPh 21 atas penghasilan bukan 

pegawai yang ditujukan kepada Notaris / Tenaga Ahli lebih dari satu kali 

dalam satu tahun kalender pajak. 

2. Wajib Pajak mengalami kekeliruan dalam perhitungan PPh 21 atas tenaga 

ahli yang seharusnya Berkesinambungan, akan tetapi 

Wajib Pajak menggunakan tarif tidak Berkesinambungan. 

PT X mengkonfirmasi terhadap indikasi yang disampaikan pada SP2DK. Lalu 

membuat surat tanggapan pada tanggal 26 Juli 2022 dan mengirimkan kepada 
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KPP Setia Budi serta akan melakukan pembetulan. Tabel 4.1 merupakan 

perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum menerima SP2DK yang telah 

dibayar dan dilapor pada bulan Juni. Terdapat kesalahan penentuan karena 

menggunakan tarif tidak berkesinambungan. 

 

Tabel 4.1 Perhitungan Sebelum Menerima SP2DK pada Bulan Juni 
 

BULAN JUNI 

Nilai Invoice  Rp 123.076.880 

DPP 50% Rp 61.538.440 

Tarif Berlapis Pasal 17 5% Rp 3.076.922 

 

Tabel 4.2 Perhitungan Sebelum Menerima SP2DK pada Bulan Oktober 
 

BULAN OKTOBER 

Nilai Invoice  Rp 30.769.230 

DPP 50% Rp 15.384.615 

Tarif Berlapis 5% Rp 769.231 

 

Tabel 4.2 merupakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum 

menerima SP2DK yang telah dibayar dan dilapor pada bulan Oktober. Terdapat 

kesalahan karena menggunakan tarif tidak berkesinambungan yaitu DPP dari Rp 

30.769.230 adalah Rp 15.384.615 lalu dikali 5% dari tarif pasal 17 yaitu Rp 

769.231. 

 

 

Tabel 4.3 Perhitungan Sebelum Menerima SP2DK pada Bulan November 
 

BULAN NOVEMBER 

Nilai Invoice  Rp 30.769.230 

DPP 50% Rp 15.384.615 

Tarif Berlapis 5% Rp 769.231 
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Tabel 4.3 merupakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum 

menerima SP2DK yang telah dibayar dan dilapor pada bulan November. Terdapat 

kesalahan karena menggunakan tarif tidak berkesinambungan yaitu DPP dari Rp 

30.769.230 adalah Rp 15.384.615 lalu dikali 5% dari tarif pasal 17 yaitu Rp 

769.231. 

 

 

Tabel 4.4 Perhitungan Sebelum Menerima SP2DK pada Bulan Desember 
 

BULAN DESEMBER 

Nilai Invoice  Rp 30.769.230 

DPP 50% Rp 15.384.615 

Tarif Berlapis 5% Rp 769.231 

 

Tabel 4.4 merupakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum 

menerima SP2DK yang telah dibayar dan dilapor pada bulan Desember. Terdapat 

kesalahan karena menggunakan tarif tidak berkesinambungan yaitu DPP dari Rp 

30.769.230 adalah Rp 15.384.615 lalu dikali 5% dari tarif pasal 17 berlapis yaitu 

Rp 769.231. 

 

4.2.2 Tindakan Penyelesaian SP2DK 

Tindakan penyelesaian yang dilakukan PT X setelah menerima SP2DK adalah 

mengkonfirmasi kepada KPP Setia Budi dan membuat surat tanggapan yang 

ditujukan bahwa akan melakukan SPT Pembetulan pada masa pajak 2019. Dalam 

Surat Tanggapan tersebut PT X mengkonfirmasi bahwa ada kesalahan tarif PPh21 

pada bukan pegawai. Lampiran 2 merupakan hasil dari surat tanggapan yang telah 

dibuat oleh PT X. 

Surat tanggapan menyebutkan bahwa pada poin pertama terdapat indikasi 

kesalahan penentuan tarif pajak penghasilan pasal 21 pada bukan pegawai yang 

ditunjukkan kepada Notaris. Sehingga lebih dari satu kali dalam satu tahun 

kalender pajak. Menjelaskan bahwa benar adanya jika terdapat kekeliruaan 

penentuan tarif sehingga yang seharusnya bersifat berkesinambungan, akan tetapi 
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Wajib Pajak melakukan pemotongan menggunakan tidak berkesinambungan. 

Gambar 4.1 merupakan skema alur penyelesaian SP2DK yang benar. 

Pengiriman SP2DK dapat dilakukan setelah kepala KPP menerima data internal 

maupun eksternal wajib pajak. KPP akan melakukan penelitian analisis data. 

Pengiriman SP2DK dilakukan melalui visit / kunjungan atau melalui pos. Wajib 

Pajak menerima SP2DK dan wajib membuat surat tanggapan. Kepala KPP akan 

menerima surat tanggapan dari wajib pajak hingga batas waktu 14 hari. Wajib 

pajak dapat datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau dengan cara 

mengirimkan surat secara tertulis. Wajib pajak dapat melakukan penolakan / 

permintaan penjelasan atau langsung dibayar dan pembetulan. Pilihan penolakan 

akan dilanjut untuk usul pemeriksaan. Jika wajib pajak tidak menyampaikan surat 

tanggapan hingga batas waktu 14 hari maka kepala KPP akan menentukan 

keputusan dengan memberi perpanjangan waktu atau mendatangi wajib pajak. 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Skema Alur Penyelesaian SP2DK 

Sumber: jurnal.usahidsoloac.id 

 

 

1. Data Internal / Eksternal 

Pengiriman SP2DK dapat dilakukan setelah KPP menerima data internal 

yaitu data yang dimiliki oleh petugas pajak di KPP seperti sistem informasi DJP, 

MPN, seta sumber data lain – lain. Data eksternal yaitu data yang didapat dari luar 
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atau pihak lain seperti informasi dari bank, informasi bursa efek bahkan hingga 

informasi dari media sosial wajib pajak. 

2. Analisa 

Analisa data wajib pajak adalah untuk mengidentifikasi modus 

ketidakpatuhan perpajakan serta estimasi potensi kewajiban perpajakan yang 

belum dipenuhi. Apabila ditemukan bahwa wajib pajak tidak patuh dalam 

menjalankan kewajiban perpajakannya maka petugas KPP membuat SP2DK. 

3. SP2DK 

Penerbitan SP2DK dilakukan oleh kepala kantor pelayanan pajak (KPP) 

untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan wajib pajak terhadap 

dugaan belum dipenuhinnya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan yang berlaku. Pada kasus ini terdapat surat SP2DK yang terletak pada 

lampiran 1. 

4. Datang ke Kantor Pelayanann Pajak / Tertulis 

Wajib Pajak dapat memilih dua cara yaitu antara datang langsung ke 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau hanya tertulis berupa surat tanggapan. 

5. Surat Tanggapan 

Surat Tanggapan merupakan surat atau penjelasan sehubungan dengan 

surat permintaan data dan/atau keterangan (SP2DK). Menurut SE Nomor 39 

Tahun 2015, Surat Tanggapan harus disampaikan dalam waktu 14 hari setelah 

SP2DK diterima. Jika membutuhkan waktu lebih untuk menjawab SP2DK maka 

Wajib Pajak dapat membuat Surat Permohonan Perpanjangan Waktu. Wajib Pajak 

penting untuk mematuhi batas waktu pembayaran yang telah ditentukan. Apabila 

melanggar akan mengakibatkan denda tambahan atau tindakan penegakan hukum 

oleh otoritas pajak. Tabel 4.5 merupakan perincian perhitungan ulang Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dalam surat tanggapan PT X dengan nilai invoice Rp 

123.076.880 dan DPP yaitu Rp 61.538.440 lalu terdapat pengurangan PTKP TK/0 

yaitu Rp 4.500.000. Akumulasi PKP pada bulan Juni 0 dikarenakan belum ada 

PKP di bulan lalu. Menggunakan tarif berlapis Pasal 17 yaitu 5% dan 15% dengan 

jumlah masing – masing Rp 2.500.000 dan Rp 1.055.766 adalah Rp 3.555.766. 

Yang Masih Harus Dibayar pada bulan Juni sebesar Rp 478.844. 
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Tabel 4.5 Perhitungan Ulang PPh 21 Bulan Juni 
 

BULAN JUNI 

Nilai Invoice  Rp 123.076.880  

DPP 50% Rp 61.538.440  

PTKP TK/0 Rp 4.500.000  

PKP  Rp 57.038.440  

Akumulasi PKP  -  

Tarif Berlapis Pasal 17: 5% Rp 50.000.000 Rp 2.500.000 

 15% Rp 7.038.440 Rp 1.055.766 

Jumlah   Rp 3.555.766 

Yang Telah Dibayar   Rp 3.076.922 

YMHD   Rp 478.844 

Sumber: Data Internal Perusahaan. 

 

 

Tabel 4.6 Perhitungan Ulang PPh 21 Bulan Oktober 
 

BULAN OKTOBER 

Nilai Invoice  Rp 30.769.230  

DPP 50% Rp 15.384.615  

PTKP TK/0 Rp 4.500.000  

PKP  Rp 10.884.615  

Akumulasi PKP  Rp 67.923.055  

Tarif Berlapis Pasal 17: 5% Rp 50.000.000 Rp 2.500.000 

 15% Rp 17.923.055 Rp 2.688.458 

Jumlah   Rp 5.188.458 

PPh Terutang   Rp 1.632.692 

Yang Telah Dibayar   Rp 769.231 

YMHD   Rp 863.461 

Sumber: Data Internal Perusahaan. 
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Tabel 4.6 merupakan perincian perhitungan ulang Pajak Penghasilan Pasal 21 

dalam surat tanggapan PT X dengan nilai invoice Rp 30.769.230 dan DPP 50% 

dari invoice yaitu Rp 15.384.615 lalu terdapat pengurangan PTKP TK/0 yaitu Rp 

4.500.000. Akumulasi PKP pada bulan Oktober yaitu Rp 67.923.055 angka 

tersebut atas penjumlahan PKP bulan Juni dan PKP bulan Oktober. Menggunakan 

tarif berlapis Pasal 17 yaitu 5% dan 15% dengan jumlah masing – masing Rp 

2.500.000 dan Rp 2.688.458 adalah Rp 5.188.692. Angka PPh Terutang berasal 

dari jumlah di bulan Oktober dikurang Jumlah di bulan Juni yaitu Rp 5.188.458 – 

Rp 3.555.766 adalah Rp 1.632.692. Yang Masih Harus Dibayar PT X atas kurang 

bayar bulan Oktober sebesar Rp 863.461. 

 

Tabel 4.7 Perhitungan Ulang PPh 21 Bulan November 
 

BULAN NOVEMBER 

Nilai Invoice  Rp 30.769.230  

DPP 50% Rp 15.384.615  

PTKP TK/0 Rp 4.500.000  

PKP  Rp 10.884.615  

Akumulasi PKP  Rp 78.807.670  

Tarif Berlapis Pasal 17: 5% Rp 50.000.000 Rp 2.500.000 

 15% Rp 28.807.670 Rp 4.321.151 

Jumlah   Rp 6.821.151 

PPh Terutang   Rp 1.632.692 

   Rp 769.231 

YMHD   Rp 863.461 

Sumber: Data Internal Perusahaan. 

 

Tabel 4.7 merupakan perincian perhitungan ulang Pajak Penghasilan Pasal 21 

dalam surat tanggapan PT X dengan nilai invoice Rp 30.769.230 dan DPP 50% 

dari invoice yaitu Rp 15.384.615 lalu terdapat pengurangan PTKP TK/0 yaitu Rp 

4.500.000. Akumulasi PKP pada bulan November yaitu Rp 78.807.670. Angka 

tersebut atas penjumlahan Akumulasi PKP bulan Oktober dan PKP bulan 
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November. Menggunakan tarif berlapis Pasal 17 yaitu 5% dan 15% dengan 

jumlah masing – masing Rp 2.500.000 dan Rp 4.321.151 adalah Rp 6.821.151. 

Angka PPh Terutang berasal dari jumlah di bulan November dikurang PPh 

Terutang di bulan Oktober dan bulan Juni yaitu Rp 6.821.151 – Rp 1.632.692 – 

Rp 3.555.766 adalah Rp 1.632.692. Yang Masih Harus Dibayar PT X atas kurang 

bayar pada bulan November sebesar Rp 863.462. 

 

Tabel 4.8 Perhitungan Ulang PPh 21 Bulan Desember 
 

BULAN DESEMBER 

Nilai Invoice  Rp 30.769.230  

DPP 50% Rp 15.384.615  

PTKP TK/0 Rp 4.500.000  

PKP  Rp 10.884.615  

Akumulasi PKP  Rp 89.692.285  

Tarif Berlapis Pasal 17: 5% Rp 50.000.000 Rp 2.500.000 

 15% Rp 39.692.285 Rp 5.953.843 

Jumlah   Rp 8.453.843 

PPh Terutang   Rp 1.632.692 

Yang Telah Dibayar   Rp 769.231 

YMHD   Rp 863.461 

Sumber: Data Internal Perusahaan. 

 

 

Tabel 4.8 merupakan perincian perhitungan ulang Pajak Penghasilan Pasal 21 

dalam surat tanggapan PT X dengan nilai invoice Rp 30.769.230 dan DPP 50% 

dari invoice yaitu Rp 15.384.615 lalu terdapat pengurangan PTKP TK/0 yaitu Rp 

4.500.000. Akumulasi PKP pada bulan Desember yaitu Rp 78.807.670. Angka 

tersebut atas penjumlahan Akumulasi PKP bulan November dan PKP bulan 

Desember. Menggunakan tarif berlapis Pasal 17 yaitu 5% dan 15% dengan jumlah 

masing – masing Rp 2.500.000 dan Rp 5.953.843 adalah Rp 8.453.843. Angka 

PPh Terutang berasal dari jumlah di bulan Desember dikurang PPh Terutang di 

bulan November, Oktober dan bulan Juni yaitu Rp 8.453.843 – Rp 1.632.692 – Rp 
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1.632.692 – Rp 3.555.766 adalah Rp 1.632.692. Yang Masih Harus Dibayar PT X 

atas kurang bayar pada bulan Desember sebesar 863.462. 

 

Tabel 4.9 Total Perhitungan Ulang dalam satu Tahun Pajak 
 

Total perhitungan ulang PPh 21 atas Tenaga Ahli 

yang bersifat Berkesinambungan dalam satu Tahun 

Pajak 

Rp 8.453.843 

Jumlah PPh yang sudah disetor dalam satu Tahun 

Pajak 

Rp 5.384.614 

Jumlah PPh YMHD dalam satu Tahun Pajak Rp 3.069.229 

Sumber: Data Internal Perusahaan. 

 

Tabel 4.9 merupakan Total dari perhitungan ulang dalam satu Tahun Pajak 

dengan nominal perhitungan ulang sebesar Rp 8.453.843 dikurang dengan jumlah 

PPh yang telah dibayar dalam satu tahun pajak yaitu Rp 5.384.614 dan jumlah 

PPh Yang Masih Harus Dibayar dalam satu tahun pajak sebesar Rp 3.069.229. 

 

Tabel 4.10 Penyandingan Selisih antara yang Telah Dipotong dengan 

Yang Terutang 
 

Masa Pajak PPh 21 Yang 

Telah Dipotong 

PPh 21 

Terutang 

PPh YMHD 

Juni 2019 Rp 3.076.922 Rp 3.555.766 Rp 478.844 

Oktober 2019 Rp 769.231 Rp 1.632.692 Rp 863.461 

November 201 Rp 769.231 Rp 1.632.693 Rp 863.462 

Desember 2019 Rp 769.231 Rp 1.632.693 Rp 863.462 

Jumlah Rp 5.384.614 Rp 8.453.843 Rp 3.069.228 

Sumber: Data Internal Perusahaan. 
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Tabel 4.10 merupakan Penyandingan selisih antara yang telah dipotong dengan 

yang terutang dalam satu Tahun Pajak. Bulan Juni terdapat selisih atau yang 

masih harus dibayar sebesar Rp 478.844, Bulan Oktober terdapat selisih yang 

masih harus dibayar sebesar Rp 863.461, Bulan November dan Desember 

memiliki selisih yang masih harus dibayar sebesar Rp 863.462. 

 

Tabel 4.11 Tanggal Pembayaran atas Kurang Bayar 
 

Masa Pajak Tanggal Bayar 

Juli - 2019 20 Juli 2022 

Oktober - 2019 20 Juli 2022 

November - 2019 20 Juli 2022 

Desember - 2019 20 Juli 2022 

Sumber: Data Internal 

Tabel 4.11 merupakan Tanggal Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 

kurang bayar PT X dalam surat tanggapan pada bulan Juli, Oktober, November 

dan Desember. 

6. SPT Pembetulan PPh 21 

PT X mengambil langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan SPT 

Pembetulan PPh 21 tahun 2019. PT X telah menghitung selisih sebelum 

pembetulan dan sesudah pembetulan. Wajib Pajak telah mendapati kurang bayar 

setelah melakukan perhitungan ulang. SPT Sebelum Pembetulan bulan Juni dapat 

dilihat pada Lampiran 4 yang menunjukkan bahwa PPh Yang Telah Dipotong 

pada bulan Juni senilai Rp 3.076.922. Nominal tersebut dilaporkan oleh PT X 

sebelum menerima SP2DK. Setelah PT X menerima SP2DK yang terindikasi 

kesalahan penentuan tarif, PT X mengakui kesalahan tarif atas non 

karyawan/bukan karyawan. PT X menanggapi SP2DK tersebut dengan melakukan 

SPT Pembetulan. Lampiran 5 merupakan SPT Pembetulan pada bulan Juni 2019. 

Hasil SPT Pembetulan tersebut menunjukkan PPh 21 senilai Rp 3.555.766. SPT 

Pembetulan mengakibatkan kurang bayar sejumlah Rp 478.844 atas PPh 21 pada 

bulan Juni. 
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Lampiran 6 merupakan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang menjadi 

bukti bahwa PT X telah melakukan pembayaran atas kurang bayar pada bulan 

Juni. Lampiran 7 menunjukan SPT Induk sebelum pembetulan pada bulan Okober 

2019. Lampiran 8 merupakan SPT Pembetulan bulan Oktober dengan PPh yang 

Terutang senilai Rp 1.632.692. Total PPh 21 terutang yang masih harus dibayar 

PT X pada bulan Oktober adalah senilai Rp 863.461. Lampiran 9 ialah Bukti 

Penerimaan Elektronik (BPE) pada bulan Oktober. Lampiran 10 menunjukkan bahwa PT 

Xsudah melakukan pembayaran sebelum penerbitan SP2DK sebesar Rp 769.231 

pada November. Lampiran 11 menunjukan SPT Pembetulan sejumlah Rp 

1.632.693. Sehingga kurang bayar dari PT X adalah sebesar Rp 3863.462. 

Lampiran 11 adalah SPT Pembetulan pada bulan November. Lampiran 11 

merupakan bukti penerimaan elektronik (BPE) bulan November PT X telah 

melaporkan SPT Pembetulan. 

7. BPE 

Bukti Penerimaan Elektronik adalah dokumen digital yang diterbitkan 

Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi menjadi bukti terlaksana pembayaran e – 

filing. Meliputi idetintas nama wajib pajak, NPWP, Tanggal, Jam, NTTE dan 

nomor transaksi pengiriman serta nama penyalur SPT elektronik yang tertera pada 

hasil cetakan bukti penerimaan. 

 

4.3 Solusi 

Solusi yang dapat dilakukan untuk PT X atas kasus tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. PT X wajib mengirimkan surat tanggapan kepada KPP Pratama Setia Budi 

atas indikasi 2 poin yang terlampir pada surat tersebut. 

2. PT X wajib melakukan pembetulan atas kurang bayar dan merubah nominal 

pada Laporan Internal Keuangan agar tahun berikutnya tidak melakukan 

kesalahan. 

3. Melakukan pembayaran atas kurang bayar yang telah ditentukan. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus yang diangkat pada laporan 

tugas akhir ini adalah: 

1. PT X mengkonfirmasi jika terdapat pendapatan atas jasa bukan pegawai/non 

karyawan yang mengalami kesalahan penentuan perhitungan pada tahun 

2019. PT X memvalidasi hal tersebut dengan mengirimkan surat tanggapan 

kepada KPP Pratama Setia Budi terkait hal tersebut. PT X akan membetulkan 

menggunakan SPT Pembetulan. 

2. PT X melakukan SPT Pembetulan pasal 21 tahun 2022. Atas kesalahan 

penentuan perhitungan berpengaruh pada SPT Tahunan 2019. Terdapat 

kurang bayar yang mengakibatkan sanksi administrasi dan harus 

membayarnya denda untuk hal tersebut. 

5.2 Saran 

 

Saran yang dapat diambil dari kasus yang diangkat pada laporan tugas 

akhir ini adalah: 

1. PT X diharapkan melakukan pengecekan terlebih dahulu dokumen atau data 

sebelum melaporkan pajaknya agar tidak terjadi kesalahan yang 

menimbulkan denda. 

2. PT X perlu memahami mengenai status berkesenimbungan dan tidak 

berkesinambungan yang dapat mengakibatkan kesalahan fatal penentuan 

perhitungan. 

3. Meningkatkan kesadaran serta edukasi mengenai pengetahuan ilmu 

perpajakan. Tujuannya agar tidak terjadi kembali kesalahan saat pelaporan 

SPT Tahunan. 
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